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Narcotics is a substance that is very dangerous when consumed by the body. One of the
areas affected by the spread of narcotics is Aceh Province. Drug smuggling transactions are
carried out by sea by transferring narcotics from one ship to another. The Aceh Provincial
National Narcotics Agency (BNNP) has a duty to prevent, eradicate the abuse and illicit
trafficking of narcotics. The results in this study are that the Aceh BNNP strategy in stopping
drug smuggling with the experience of arresting the bandar is quite heavy because the
perpetrators use sophisticated information technology. The act of smuggling drugs by sea is a
collaboration between smugglers and fishermen. Enforcement and rehabilitation activities as
well as prevention activities have been carried out through visual publics, social media, and
others. The government has coordinated with neighboring countries considering that drug
smuggling can already be called a proxy war. Drug trafficking by sea is a serious threat that
must be dealt with seriously. BNN also synergizes with the Maritime Security Agency and
Customs and Excise to jointly fortify Indonesian sea from drug attacks. Several agencies such
as Tuha Peut, Tuha Lapan, and Panglima Laot were well embraced to assist the drug
trafficking process in Aceh.
Keywords: Aceh; Drug Smuggling; Narcotics; National Narcotics Agency
Abstrak
Narkotika merupakan suatu zat yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh tubuh.
Salah satu wilayah yang terkena dampak penyebaran narkotika adalah Provinsi Aceh.
Transaksi penyelundupan narkoba dilakukan melalui jalur laut dengan pemindahan narkotika
dari satu kapal ke kapal yang lain. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh
mempunyai tugas untuk mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika. Hasil dalam penelitian ini bahwa strategi BNNP Aceh dalam menghentikan
penyelundupan narkoba dengan pengalaman penangkapan terhadap bandar cukup
berat karena pelaku menggunakan teknologi informasi yang canggih. Tindakan
penyelundupan narkoba melalui laut yakni terjadi kerjasama antara pihak penyelundup
dengan nelayan. Kegiatan penindakan dan rehabilitasi serta kegiatan pencegahan sudah
dilakukan melalui publik visual, media sosial, dan lain-lain. Pemerintah sudah melakukan
koordinasi dengan negara-negara tetangga mengingat bahwa penyelundupan narkoba
sudah dapat disebut sebagai perang proxy. Peredaran narkoba melalui jalur laut
merupakan ancaman serius yang harus dihadapi dengan sungguh-sungguh. BNN juga
bersinergi dengan Badan Keamanan Laut serta Bea Cukai untuk bersama-sama
membentengi laut Indonesia dari serbuan narkoba. Beberapa instansi seperti Tuha Peut,
Tuha Lapan, dan Panglima Laot dirangkul dengan baik untuk membantu proses pengedaran
narkoba di Aceh.
Keywords: Aceh; Badan Narkotika Nasional; Narkotika; Penyelundupan Narkoba
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PENDAHULUAN
Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(LPNK) Indonesia yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan
alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada
Presiden. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83
Tahun 2007 (BNN RI, 2021). Narkotika merupakan suatu zat yang berasal dari sintetis maupun
alami, yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh tubuh. Badan Narkotika Nasional
adalah lembaga yang bertugas dan berwenang dalam menjalankan pencegahan,
pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) (Anggraini et
al,2019). Salah satu wilayah yang terkena dampak serius dari peredaran narkotika adalah
Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Timur yang merupakan titik transit masuknya
narkotika ke wilayah Aceh yang berasal dari luar wilayah Negara Indonesia (Ramadhan dan
Hermansyah, 2019). Modus yang digunakan oleh pelaku penyeludupan yaitu melakukan
kerja sama dengan sindikat yang ada di wilayah Provinsi Aceh. Transaksi penyelundupan
narkoba dilakukan melalui jalur laut (ship to ship) yaitu dengan pemindahan narkotika dari
kapal satu ke kapal yang lain yang di posisikan berdampingan satu sama lain. Sindikat lokal
juga berperan aktif melakukan penyeludupan narkotika ke wilayah Provinsi Aceh melalui
transportasi umum seperti mobil. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penangkapan
pelaku pengedar gelap narkotika yang menggunakan transportasi umum di jalan Medan-
Banda Aceh (Ramadhan dan Hermansyah, 2019). Berdasarkan pembahasan di atas maka
penelitian Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Universitas Pertahanan Republik Indonesia,
Fakultas Keamanan Nasional, Program Studi Keamanan Maritim ini akan membahas Sinergi
Stakeholder dalam Menangani Ancaman Penyelundupan Narkoba di Provinsi Aceh. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa potensi penyelundupan narkoba,
kegiatan internal yang dilakukan BNNP Aceh serta sinergi BNNP Aceh dengan instansi lain
dalam menangani ancaman penyelundupan narkoba di Provinsi Aceh.
METODOLOGI
Rancangan penelitian studi kasus dilakukan pada banyak bidang, khususnya evaluasi, di
mana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, sering kali aktivitas,
peristiwa, proses, program, atas satu individu atau lebih. Kasus-kasus dibatasi oleh aktivitas
waktu dan, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap berdasarkan waktu yang
telah ditentukan dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data (Stake,
1995). Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal
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menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide,
persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat
diukur dengan angka. Sehingga peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif
untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis sisi
keamanan maritim yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Teknik
pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data
dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif agar
dapat diperoleh data yang mendalam, jelas, dan spesifik. Selanjutnya bahwa pengumpulan
data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data
kualitatif mendasarkan pada adanya hubungan semantis antar variabel yang diteliti. Tujuan
analisis data kualitatif yaitu agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel – variabel
sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian.
Hubungan antar semantis sangat penting karena dalam analisis kualitatif, peneliti tidak
menggunakan angka – angka seperti pada analisis kuantitatif. Prinsip pokok teknik analisis
data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data – data yang terkumpul menjadi data
yang mempunyai makna, teratur, sistematik, dan terstruktur (Sutopo dan Arief, 2010).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyebaran Narkoba di Provinsi Aceh
Melihat bagaimana narkoba bisa masuk di Aceh, dapat dilihat secara geografis
bahwa Aceh yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka menjadi salah satu faktor
yang dapat dijadikan alasan masuknya narkoba. Survei penyalahgunaan dan peradaran
ngelap narkoba tahun 2018 didapatkan bahwa angka prevalensi pengggunaan narkoba di
kalangan pekerja sebesar 2.1 % atau setara dengan 1.514.037 orang dari 74.030.000 orang
pekerja formal. Sedangkan angka prevalensi penggunaan narkoba di kalangan pelajar atau
mahasiswa sebesar 3,2 atau setara dengan 2.297.492 orang dari 15.4440.000 orang. Jika di
spesifikkan lebih lanjut didapat bahwa pengguna laki-laki sebanyak 4, 30% dengan
pembagian 3,4% jenjang SMP, 5% jenjang SMU, dan 4,3% jenjang Perguruan Tinggi.
Sedangkan pengguna perempuan sebesar 2,20% dengan pembagian 3,2% jenjang SMP,
2,3% jenjang SMU dan 1,4% jenjang Perguruan Tinggi (Indonesia Drugs Report 2019).
Sedangkan angka prevalensi pengggunaan narkoba di kalangan pekerja sebesar 2.1 %
atau setara dengan 1.514.037 orang dari 74.030.000 orang pekerja formal.
Dua pendekatan yang dipakai untuk mengatasi peredaran narkoba di Aceh adalah
demand and supply reduction. Ganja Aceh merupakan marijuana top nomor satu di dunia,
dengan kapasitas 18%. Orang yang mengkonsumsi ganja Aceh bahkan bisa langsung
pungo atau gila. “Aceh Hebat Bersama-sama Kita Lawan Narkoba” adalah jargon yang
diangkat oleh BNN Aceh. Jaringan narkoba internasional lebih banyak bergerak di
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pelabuhan, selat Malaka dan sekitarnya. Sedangkan prevalensi penggunaan narkoba di
Aceh meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2014, Aceh sempat menduduki peringkat ke-14
di Indonesia. Tahun 2017 sempat turun, sedangkan tahun 2019 peringkatnya naik pesat ke
posisi 6 di Indonesia. Pada tahun 2018 Provinsi Aceh termasuk kedalam 10 wilayah terbesar
penyitaan barang bukti berupa sabu, ekstasi dan ganja tertinggi di Indonesia. Penyitaan
tersebut mencapai 59.525, 26 gram sabu, 6.403,00 butir esktasi, dan 4.808.923,94 gram ganja
(Indonesia drugs report 2019).
Pada tahun 2018 kegiatan supply reduction di Provinsi Aceh dilaksanakan di 64 lokasi.
Gubernur Aceh sudah menurunkan instruksi mengenai program Desa Bersinar (desa yang
benar-benar bersih dari narkoba). Pemerintah bersinergi untuk membersihkan nama Aceh
yang identik dengan tanaman ganja.
Gambar 1. Data Pemusnahan Ladang Ganja di Provinsi Aceh Pada Tahun 2018
Sumber: Badan Penelitian Data dan Informasi BNN. Indonesia Drugs Report 2019.
Di lapangan, pemerintah sangat serius untuk mengurangi narkoba di Indonesia. Jumlah
barang bukti ganja yang disita di tahun 2018 berupa 2.6168,53 gram biji ganja, 41,266.746,86
gram daun ganja, 1.047.915 batang ganja dan 59,5 ha luas area ganja (Polri dan BNN, Maret
2019).
Bandar narkoba bahkan biasanya tidak saling mengenal, bandar nanti akan
berhubungan dengan pengendali (korlap), transporter (pengangkut barang), dan gudang
penyimpanan. Maka dari itu, pengungkapan kasus dari tingkat bandar akan lebih sulit
karena memerlukan akses ke rekening atau akun-akun keuangan pribadi. Tujuan utama
narkoba adalah Australia, namun seiring waktu Indonesia menjadi salah satu target utama
karena jumlah pengguna yang meningkat dan potensi pasar yang subur. 1 kilo narkoba
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diperkirakan bisa dikonsumsi oleh 5000 orang, jika dikalkulasi, maka generasi muda Aceh dan
Indonesia bisa saja hilang karena penyalahunaan narkoba. Ganja dan metafetamin memiliki
dampak kerusakan syaraf yang sama besar. Deputi Bidang Pemberantasan BNN (2019)
menyatakan bahwa modus operandi dalam penyelundupan narkoba jalur laut yaitu
dengan bagasi penumpang, body wrapping, pemalsuan dokumen barang, kargo
pelabuhan laut, kru kapal, pelabuhan darat dan paket.
Mayoritas pengguna yang direhabilitasi oleh BNN Aceh adalah anak-anak dari
keluarga yatim, broken home, dan berada di bawah garis kemiskinan. Demand Reduction
dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan penurunan stigma terhadap para pengguna.
Stigma negatif mengakibatkan orang tua merasa malu dan tercela jika anak mereka
tertangkap basah sebagai pengguna. Tindakan yang paling parah, anak-anak akan
dipasung karena dianggap nakal dan memalukan orang tua.
TAT (Tim Assessment Terpadu) biasanya dibentuk untuk menilai apakah seseorang layak
direhabilitasi atau tidak. TAT terdiri dari dokter, psikolog, staf BNN, kejaksaan. Program
rehabilitasi hanya akan dilakukan jika proses penggunaan sabu berada di bawah kisaran 1
gr dan ganja <5 gr, dan kasus telah masuk ranah penyelidikan. Rehabilitasi akan diterapkan
kepada ‘korban’, bukan pengedar. Masa rehabilitasi memiliki kemungkinan 50:50, mereka
berusaha untuk ‘dipulihkan’ bukan ‘disembuhkan’.
Narkotika memiliki efek negatif yang besar terhadap kesehatan dan perilaku manusia,
sehingga harus menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan BNN atau pemerintah saja.
Daging yang ditetesi sabu bisa tembus, apalagi otak manusia? Hal ini tentu juga akan
mengancam kesejahteraan dan kedaulatan NKRI, jika generasi muda kita adalah pengguna
narkoba, bagaimana bisa mereka menjadi komponen pertahanan yang tangguh?
Beberapa pengedar narkoba bahkan berkamuflase menjadi penggerak atau aktivis-aktivis
di NGO, pegawai pemerintah atau kepolisian, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan jika
paparan narkoba tidak pandang bulu dan bisa menyerang siapa saja.
Narkoba dari Malaysia rata-rata dibungkus dalam bentuk teh kemasan, sedangkan
narkoba Iran selalu dibungkus rapi dengan kotak makanan dan lain sebagainya. Narkotika
juga bisa diseludupkan di dalam tiang, konde, sepatu, bamboo, dan lain sebagainya.
Kegiatan identifikasi terhadap modus-modus ini memungkinkan BNN dan dinas perhubungan
untuk memfilter setiap barang yang masuk ke Indonesia. Dalam pelaksanaan pengurangan
angka penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba di Aceh, BNNP akan bekerja keras
dalam melakukan pencegahan, penindakan dan rehabilitasi. Dilihat dari perspektif sosiologis,
narkoba dapat masuk ke Aceh karena ada pola pikir hidup instan yang berkembang dalam
masyarakat sehingga narkoba menjadi sebuah alat untuk mendapatkan penghasilan yang
besar. Dalam pengalaman narasumber kejadian pengambilan narkoba oleh kapal boat
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nelayan pernah dilakukan oleh pelaku dari Aceh hingga Malaysia hal ini dinyatakan oleh
pelaku saat diinterogasi oleh narasumber. Hal ini dilakukan karena alasan ekonomi dan jika
dilihat secara sederhana pelaku ini kelaparan sehingga untuk memenuhi hal tersebut pelaku
melakukan hal tersebut.
Hasil yang didapatkan dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan pada
penelitian ini adalah sebagai berikut:
Ganja yang sudah diolah dikategorikan sebagai bumbu masakan dan digunakan
dalam proses pembuatan masakan biasanya dilumrahkan dan tidak dibawa ke ranah
hukum (bentuk pengecualian). Masyarakat tradisional Aceh biasanya memasukkan ganja
ke gulai, kopi, dodol, dan makanan olahan lain. Namun resikonya ketika yang bersangkutan
melakukan tes urine, biasanya akan positif apabila mengkonsumsi kandungan ganja selama
100 hari ke depan. Terkadang hal ini menjadi alibi atau alasan apabila pelaku tertangkap
setelah melakukan tes urin dan hasilnya positif padahal sebenarnya tidak jarang pelaku
mengkonsumsi narkoba bukan berasal dari makanan.
Strategi BNNP Aceh dalam menghentikan jalur utama dari penyelundupan narkoba,
baik dari darat maupun laut yaitu dengan pengalaman penangkapan terhadap bandar
biasanya cukup berat karena mereka menggunakan teknologi IT yang canggih. Hal ini
menjadikan BNNP Aceh harus mengimbangi strategi tersebut untuk menghapuskan mata
rantainya. Rata-rata penyelundupan di Provinsi Aceh itu melalui jalur laut daripada jalur
darat. Peredaran di laut biasanya memanfaatkan kapal-kapal yang canggih, sehingga
BNNP Aceh dan pihak terkait cukup kewalahan untuk menangkap mereka dikarenakan alat
yang dimiliki belum dapat mengimbangi. Sedangkan peredaran di darat biasanya dilakukan
dengan metode kamuflase.
Dalam beberapa kasus tindakan drug smuggling melalui laut yang bekerja sama
antara pihak penyelundup bersama dengan nelayan. Strategi BNNP Aceh dalam mereduksi
peran nelayan dalam mengurangi drug smuggling yaitu dengan melihat bahwa nelayan
adalah penduduk yang sangat hafal medan. Selanjutnya beberapa instansi seperti Tuha
Peut, Tuha Lapan, dan Panglima Laot dirangkul dengan baik untuk membantu proses
pengedaran narkoba di Aceh. Kendala yang ditemukan biasanya terkait dengan bahasa
karena nelayan biasanya memakai bahasa-bahasa khusus yang harus diimbangi dengan
pola komunikasi yang sesuai. Selanjutnya terdapat staf khusus dari nelayan untuk
menjembatani (translator) antara BNNP Aceh dan masyarakat untuk menyinergikan program
dan komunikasi. Hal ini termasuk kearifan lokal untuk lebih memperkuat sinergi diberbagai
lapisan masyarakat. Nelayan adalah masyarakat yang memiliki profesi dan sudah mengenal
laut Aceh sehingga hal ini dapat menjadikan potensi informasi yang akurat oleh BNNP Aceh.
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Pertemuan rutin juga dilaksanakan dalam rnagka pembahasan penanganan narkoba
dibuktikan dengan adanya MoU dan PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara POLDA Aceh,
Kemenkumham, Bea Cukai, Dinas Perhubungan, dll. Agenda biasanya dilakukan tentatif dan
dimasukan ke dalam program wajib BNNP Aceh. Dalam data Deputi Bidang Hukum dan
Kerjsama BNN tahun 2019 tercatat bahwa setidaknya sebanyak 3 MoU luar negeri, 19 MoU
instansi pemerintah, 11 MoU instansi swasta, 13 PKS instansi pemerintah dan 11 Pks Instansi
Swasta yang telah disepakati dengan BNN pada tahun 201. Selanjutnya mengenai regulasi
bahwa yang telah diterbitkan oleh BNN selama 2018 sebanyak 11 Peraturan BNN dan 13
Peraturan Kepala BNN (Indonesia Drugs report 2019).
Dalam penanganannya selain kegiatan penindakan dan rehabilitasi, kegiatan
pencegahan sudah dilakukan melalui publik visual, media sosial, dan lain-lain. Namun panti
rehabilitasi di Aceh masih terbatas, ukurannya juga kurang besar dan kurang maksimal untuk
72.000 masyarakat Aceh yang sudah terpapar dan harus direhabilitasi. Perbincangan
mengenai narkoba biasanya difokuskan di wilayah hilir, seperti pengguna dan pengedar-
pengedar kecil. Hal ini karena hulu dari permasalahan ini harus memiliki sinergi antar
stakeholder dengan menyesampingkan egosektoral untuk dapat memberantas narkoba.
Sinergi dengan TNI AL biasanya terimplementasi bahwa TNI AL yang menangkap pengedar
narkoba di laut akan menyerahkan pelaku ke BNN dan POLRI. Masalah hanya terletak pada
kekurangan sarana dan prasarana dalam proses penangkapan. Jika pelaku memiliki kapal
berkapasitas besar, para penegak hukum seharusnya memiliki kapal yang lebih besar. Pihak
intelijen dari TNI AL biasanya memberikan informasi mengenai jalur tikus yang memiliki potensi
dan kapal yang digunakan oleh pelaku. BAKAMLA juga sudah menjalin hubungan dengan
BNN untuk menangani kasus tersebut, hanya pendalamanannya belum terlalu maksimal (jika
di Aceh).
Terkait dengan adanya kasus penyelundupan narkoba pada kapal komersial di Aceh
pada tanggal 15 Februari 2021. Dengan adanya kejadian tersebut BNNP Aceh melakukan
pembinaan terhadap industri maritim khususnya industri pelayaran dan pelabuhan untuk
mencegah hal tersebut tidak terulang kembali. Kemudian dalam mendukung pembinaan
tersebut BNN memiliki direktorat Interdiksi dan UPL (Udara Pelabuhan Laut) adalah salah satu
sasaran untuk proses pemberantasan narkoba di Indonesia. BNN bekerja sama dengan
industri besar dan kecil untuk mencegah arus barang yang tinggi. Jalur air menjadi jalur
tersibuk dan tersulit untuk BNN, hal ini disebabkan oleh banyaknya jalur tikus yang ada di
Selat Malaka dan wilayah perairan Aceh. Hal ini menjadikan BNN melakukan kerjasama
dengan stakeholder misalnya TNI AL untuk ikut dalam memutuskan mata rantai.
Problematika kewenangan dalam menangani narkoba di provinsi sejauh ini belum
pernah terjadi. Pada intinya dasar hukum yang melandasi kewenangan adalah dengan
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menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk melakukan
penindakan. Tidak boleh ada egosektoral agar sinergi dan kerjasama di lapangan bisa
terjalin dengan sangat baik. Selama melakukan sinergitas dengan stakeholder yang ada,
kendala biasanya muncul karena bentrokan agenda dan jadwal dari masing-masing instansi,
namun hal tersebut masih bisa ditangani dengan baik. Perbedaan etik atau kode juga ada,
misalnya di BNN dinamakan RPE (Raid Planning Eksekution) sedangkan di POLRI dinamakan
penangkapan. Meskipun begitu, selama tujuannya sama maka setiap instansi masih bisa
menyesuaikan. Kepala desa (datuk) dan para pemuda memiliki peran yang sangat penting
untuk mengawasi peredaran narkoba di wilayahnya. Jika datuk yang diangkat memiliki
simpati tersendiri terhadap para pengedar, atau didaulat langsung oleh pengedar, maka
pemerintah tentu akan kewalahan. Pemimpin adalah kunci dalam hal ini.
Mengingat bahwa penyelundupan narkoba sudah dapat disebut sebagai proxy war
Pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan negara-negara tetangga lain seperti
Columbia, Vietnam, China, dan lain-lain. Koordinasi ini dilakukan oleh kepala BNN. Di
Vietnam tepatnya daerah Daitong, perkebunan opium sudah diubah menjadi perkebunan
teh. Dalam aktualisasinya di Aceh sudah ada 3 Kabupaten sebagai pionir dalam Grand
Design Alternative Development berupa menggganti tanaman ganja dengan tanaman
produktif. Misalnya di Pepela (Luwes), Pemerintah dan BNN sudah melakukan pembaruan
lahan ganja menjadi lahan-lahan tanaman produktif lainnya (seperti teh, kopi, dll).
Gambar 2. Data Wilayah dan Kawasan Rawan yang Beralih Fungsi Menjadi Lahan
Produktif di Provinsi Aceh.
Sumber: Badan Penelitian Data dan Informasi BNN. Indonesia Drugs Report 2019.
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Data tambahan didapatkan bahwa mengenai pengguna narkoba yang terinfeksi
HIV/PMS yang disebabkan oleh penggunaan jarum suntik dan narkoba, Dinas Kesehatan
biasanya memiliki data-data yang harus dijaga, namun publikasi mengenai bahaya narkoba
dan kaitannya dengan PMS perlu digalakkan agar masyarakat semakin waspada dengan
penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka. Setiap instansi biasanya memiliki versi data
masing-masing, sehingga kegiatan tukar informasi dan diskusi harus dilakukan dengan
intensif.
Pembahasan
Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan temuan-temuan antara lain: Sejak
dicanangkannya Indonesia darurat narkoba hingga kini penyebaran narkoba sudah sangat
mengkhawatirkan. Mengingat hampir seluruh penduduk dapat dengan mudah mendapat
narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Aceh yang notabenya dikenal
dengan keislamannya dalam beberapa tahun terakhir berubah suram dengan berbagai hal
yang secara sadar perlu mendapat perhatian kita semua. Mulai dari tingginya angka
kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak yang
semakin tinggi, serta peredaran gelap narkotika yang secara langsung dapat
menghancurkan masa depan Aceh seketika. Ancaman narkoba bukanlah ancaman biasa.
Narkoba justru dapat memutuskan jalan masa depan generasi Aceh. Mulai dari Anak-anak,
Remaja hingga Dewasa. Di Aceh Perkembangan penyalahguna narkoba terjadi
peningkatan. Hasil Survey BNN & LIPI Tahun 2019 Provinsi Aceh berada pada peringkat 6
Nasional dengan persentase 2,80% dengan jumlah pengguna 82.415 jiwa, dengan
pengguna narkoba pada umumnya berusia antara 11 sampai 40 tahun.
Letak Provinsi Aceh yang berada di Selat Malaka membuat Aceh menjadi wilayah
yang strategis. Namun, hal tersebut juga menjadi ancaman serius bagi Provinsi Aceh,
khususnya terkait penyelundupan dan peredaran gelap narkotika. Sebagaimana diketahui
dalam banyak pengungkapan, daerah perairan Aceh kerap kali dijadikan jalur untuk
membawa narkotika dari luar negeri ke Indonesia. Wakil Direktur Narkoba Polda Aceh, Drs.
Heru Supriharso, S.H. dalam sebuah kegiatan bimbingan teknis P4GN lingkungan masyarakat
menyampaikan bahwa daerah pesisir pantai timur dan utara Aceh merupakan wilayah-
wilayah yang sangat rawan. Aceh saat ini telah menjadi tempat untuk mengepul narkotika.
Aceh bukan lagi hanya daerah transit dan demand terhadap narkotika, tapi saat ini telah
menjadi daerah pengepul narkotika untuk diedarkan ke daerah-daerah lain. Pemakai
narkoba di Aceh sendiri saat ini telah mencapai kurang lebih 90.000 jiwa, dimana peredaran
narkoba tersebut banyak terjadi di gampong-gampong. Oleh sebab itu baik BNN, Polda,
dan para stakeholder terkait lainnya seperti Pemda, Bea Cukai, dan Kemenkumham terus
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membangun kerja sama untuk menekan laju peredaran gelap dan penyalahgunaan
narkotika di Provinsi Aceh.
Peluang untuk melibatkan pemerintah daerah dalam penangan penyalahgunaan
Narkoba dapat merujuk kepada Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi
Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika Merupakan Wujud Sinergisitas Penanganan
Masalah Narkoba. Di dalamnya juga mengatur peran Gubernur/Bupati/Walikota,
pendanaan, pembinaan dan pelaporan dalam penyelenggaraan fasilitasi P4GN. Bahkan
Pemerintah Daerah di dalam Permendagri tersebut disebutkan bertanggung jawab
terhadap penanganan masalah-masalah narkoba. Fasilitasi yang dimaksud yaitu dengan
menyusun Perda/Qanun; meningkatkan partisipasi masyarakat; kemitraan/kerjasama
dengan ormas, swasta; perguruan tinggi; sukarelawan; perorangan; dan/atau badan hukum
dan melibatkan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di
daerah dan komunitas intelijen daerah untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika; dan
menyusun program dan kegiatan pencegahan penyalahgunan narkotika.
Sinergitas merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan guna memperoleh hasil
yang maksimal dengan terhubung oleh beberapa peran yang berbeda namun terkait
didalamnya. Sinergitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sinergitas atau
kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di Aceh dalam menanggulangi kasus
narkotika yang semakin meningkat, oleh karena itu sinergitas seluruh komponen masyarakat
dan pemerintah sangat dibutuhkan agar tercapainya tujuan-tujuan pemerintah untuk
menanggulangi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba demi tercapainya kesejahteraan
masyarakat.
Suatu lembaga dikatakan sinergi dengan lembaga lain jika setiap Lembaga
menyesuaikan kegiatan mereka, setiap tindakan yang diambil akan mempengaruhi
kelompok lain dan hasil yang di dapatkan dalam kerja sama pun dapat tercapaidengan
lebih baik. Maka poin utama dalam sinergi adalah kerja sama dan tujuan bersama secara
berkelanjutan dan konsisten, mengingat semakin meningkatnyapengguna narkoba provinsi
Aceh.
Dalam perjalanannya sinergi antara stakeholder sudah berjalan dilapangan, sebagai
contoh sinergi Bea Cukai Aceh bersama BNN berhasil mengungkap penyelundupan
sebanyak 37 bungkus methamphetamine (sabu) dengan berat masing-masing 1 kg yang
diselundupkan ke Bireuen dan Sumatera Utara. Narkotika asal Malaysia itu rencananya
dimasukkan melalui Pantai Kuala Raja, Bireuen. Sabu yang terbungkus dalam kemasan teh
China warna hijau tersebut diamankan oleh petugas gabungan dan 6 pelaku berhasil
ditangkap. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Aceh, Isnu
Irwantoro, menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini diawali oleh
informasi dari Kanwil Bea Cukai Aceh akan adanya penyelundupan narkotika jenis sabu
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yang dibawa dari Malaysia masuk ke perairan Kuala Bireuen, Aceh yang rencananya akan
diedarkan di wilayah Aceh dan Sumut. Informasi tersebut kemudian diteruskan ke BNN untuk
diolah lebih lanjut.
Berdasarkan hasil penyelidikan, kapal yang menjadi target akan masuk ke perairan
Aceh. Menindaklajuti hal tersebut, tim Kanwil Bea Cukai Aceh berkoordinasi dengan Bea
Cukai Lhokseumawe, Bea Cukai Kuala Langsa, dan BNN. Bea Cukai Aceh menggerakkan
skema operasi bersama baik operasi laut maupun operasi darat. Tim akhirnya dapat
mengamankan pelaku MF (31) dan MR (36) di Deli Serdang, Sumut bersama barang bukti
narkotika jenis sabu sebanyak 29 bungkus yang disimpan dalam dua karung. Dengan
diungkapkanya kasus ini, BNN lantas berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di
Malaysia dalam pengembangan penyelidikan karena terindikasi sindikat yang menjadi
pemasok narkoba tersebut berada di Penang-Malaysia.
Peredaran narkoba melalui jalur laut merupakan ancaman serius yang harus
dihadapi dengan sungguh-sungguh. Kerja sama lintas sektor sangat dibutuhkan agar
narkoba tidak bisa masuk ke wilayah perairan NKRI. Badan Narkotika Nasional (BNN) juga
bersinergi dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk bersama-sama membentengi
perairan Indonesia dari serbuan narkoba. Kerja sama ditandai dengan penandatanganan
nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara BNN dengan Bakamla, melalui kerja
sama ini, kedua pihak akan bersinergi terutama dalam operasi bersama.
Upaya-upaya sinergi juga dapat dilakukan dengan gelar pelatihan bersama, sehingga
kedua pihak bisa sharing pengalaman. Juga dengan mengikuti pelatihan skala internasional
tentang profiling sindikat narkoba dengan peserta dari berbagai negara. Inpres No.6 Tahun
2018 tentang rencana aksi nasional P4GN. Terkait ruang lingkup kerja sama yang dijalin
kedua pihak dari nota kesepahaman maupun perjanjian kerja sama, kedua pihak ini akan
fokus pada pelaksanaan operasi keamanan laut terpadu terkait Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
(P4GN) di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Selain itu, kedua pihak juga
berkomitmen untuk melaksanakan pertukaran data dan informasi terkait P4GN. Sementara
itu, dalam bidang pencegahan, melalui perjanjian kerja sama yang disepakati kedua pihak,
fokus kegiatan ke depan antara lain tentang relawan anti narkotika dan penyebarluasan
informasi tentang P4GN. Sedangkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, BNN dan
Bakamla fokus dalam hal pemberdayaan penggiat anti narkoba, pelaksanaan tes atau uji
narkoba, pemberdayaan potensi masyarakat pesisir dan pulau serta pembinaan fasilitator
atau mentor masyarakat pesisir dan pulau.
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KESIMPULAN
Letak geografis Aceh dengan memiliki garis pantai yang panjang mengakibatkan ancaman
penyelundupan narkoba rentan terjadi. Berbatasan langsung dengan Selat Malaka juga
menjadi faktor terjadinya penyelundupan narkoba. Laut adalah jalur dominan dalam
penyelendupan di Aceh. Mulanya para pelaku menyasar Australia sebagai tujuan namun
karena peminat di Aceh cukup banyak maka hal tersebut menjadi awal tingginya
peredaran narkoba di Aceh. Hal ini didukung dengan banyaknya dergama ilegal yang
dapat dengan mudah menjadi pintu masuk pelaku penyelundupan mengedarkan narkoba
di daratan. Mengingat bahwa alur penyelundupan dan peredaran narkoba di provinsi Aceh
diawali dnegan jalur laut dan masih maraknya ganja di Aceh menyebabkan eksistensi
narkoba di Aceh masih tinggi. Mengusung jargon “Aceh Hebat Bersama-sama Kita Lawan
Narkoba” dalam menangani ancaman penyelundupan narkoba, BNNP Aceh memiliki
strategi demand and suplly reduction dalam kegiatan sosialisasi dan penurunan stigma
terhadap para pengguna. Pemerintah juga berupaya menghapus Aceh yang identik
dengan Ganja melalui penggantian tanaman ganja menjadi tanaman produktif. Sinergi
yang dilakukan oleh stakeholder saat ini dilakukan oleh BNNP Aceh, Bea Cukai, Polda Aceh,
TNI AL, Kemenkumham, Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya. sinergi dilakukan
dengan melakukan dukungan sarana dan prasarana, informasi dan penanganan korban
penyalahgunaan narkoba. Selain itu BNNP Aceh juga telah melakukan perundingan dan
koordinasi dengan negara-negara lain misalnya Columbia, Vietnam dan China. Dari hasil
penelitian yang didapat bahwa operasional dan sinergi antar stakeholder telah
dilaksanakan. Bahkan kerjasama dengan instansi luar negeri juga telah dilaksanakan.
Mengingat tingginya eskalasi ancaman penyelundupan narkoba, problematika yang terjadi
adalah belum maksimalnya andil masyarakat dalam hal tersebut. Sinergi dengan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat dilakukan untuk proses
penyelidikan intelijensi keuangan apabila dicurigai salah satu rekening yang memilik jumlah
pemasukan yang terllau banyak. Hal ini dapat menjadi sebuah cara untuk melakukan
pengungkapan sindikat penyelup narkoba dalam melakukan pencucian uang (money
loundry) sebagai upaya mengelabui agar sulit ditangkap. Selanjutnya dapat dilakukan
peningkatan peningkatan sosialisasi dan pendekatan masyarakat sehingga antara
pemerintah dengan masyarakat dapat satu visi dalam menangani ancaman
penyelundupan narkoba. Peningkatan sarana dan prasarana juga menjadi hal yang dapat
dilakukan. Mengingat dari hasil penelitian bahwa pelaku penyelundupan narkoba telah
berkembang pesat dengan menggunakan armada kapal yang cangggih, maka
stakeholder minimal harus dapat mengimbangi hal tersebut. Selanjutnya operasi
pengamanan laut juga dapat ditingkatkan sehingga jika terjadi penyelundupan jalur laur
dapat diketahui sebelum mencapai daratan. Tentunya dari saran tersebut stakeholder di
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Provinsi Aceh perlu menjaga dan meningkatkan sinerginya dalam menangani ancaman
penyelundupan narkoba.
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